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ABTSRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mereformasi birokrasi dalam aspek pelayanan 
publik dan kebebasan informasi. Rendahnya kualitas pelayanan dan kebebasan 
informasi yang telah diselenggarakan di birokrasi membuat beberapa masalah 
dalam mencapai kualitas pelayanan yang baik. Peraturan tentang pelayanan publik 
harus menjadi acuan yang dapat dimaksimalkan dengan baik oleh regulator ketika 
diimplementasikan. Hal ini membuat pelayanan publik menjadi rumit, panjang 
dan mahal, Hal ini juga yg menjadi pemicu penyalahgunaan dan korupsi di 
berbagai tingkat pemerintahan. Ditambah dengan cara berpikir birokrasi yang 
tidak membuat masyarakat sebagai aktor yang harus dilayani. Agenda reformasi 
birokrasi juga cenderung tidak memiliki orientasi yang jelas dalam berbagai 
masalah birokrasi terutama dalam kinerja birokrasi 
 
Kata Kunci :  Birokrasi, Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi Publik. 
 
ABSTRACT 
This study purposes to bureaucratic reform in terms of aspects of public 
services and freedom of information. Low quality of services and freedom of 
information that has been held in the bureaucracy make some troubles in 
attaining a good quality service. The regulations concerning public services 
should become a reference that can be maximized well by the regulator in the 
execution. This made public services being complicated, long and expensive, this 
also triggers an abuse and corruption in various levels of government. Coupled 
with the manner of thinking of the bureaucracy that does not make the community 
as an actor that must be served. Bureaucracy reform agenda also tends to not 
have orientation that clearly in complete various bureaucratic problems primarily 
in the performance of bureaucracy 
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PENDAHULUAN 
Kajian tentang reformasi 
birokrasi ditinjau dari aspek 
pelayanan Publik di Indonesia. 
Akhir-akhir ini yang menjadi fokus 
perhatian dalam reformasi birokrasi 
adalah persoalan korupsi dan 
pelayanan publik dan keterbukaan 
informasi publik. Kedua hal inilah 
yang kemudian penulis akan urai 
beberapa probelmatik secara 
mendasar yang telah terjadi dalam 
bingkai birokrasi di Indonesia.  
Utamanya  dalam transparansi, 
partisipasi serta akuntabilitas. 
Dengan adanya regulasi mengenai 
Pelanan Publik dan Keterbukaan 
Infomasi Publik semestinya 
memudahkan bagi masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan publik serta 
informasi dari badan publik 
bersangkutan. Namun, kadang kala 
Badan publik ini seringkali masih 
jauh dari harapan masyarakat yang 
cenderung mempunyai birokrasi 
yang rumit dan panjang. Regulasi 
tentang keterbukaan publik ini 
diharapkan dapat menjawab berbagai 
persoalan disebabkan karena tidak 
adanya sinergitas antara birokrasi 
dalam mendorong pelayanan publik 
yang transparan. Belum lagi 
beberapa badan publik setegah hati 
dalam memaksimalkan adanya 
transparansi, partisipasi, dan 
akuntabilitas. 
Disisi lain persoalan reformasi 
birokrasi juga menyisahkan berbagai 
persoalan mendasar khususnya 
dalam pelayanan publik, oleh karena 
itu penulis mencoba akan 
memberikan gambaran mengenai 
kedua hal ini. Reformasi birokrasi 
dan Keterbukaan Informasi Publik 
tidak bisa dipisahkan satu sama lain 
karena dalam mewujudkan keduanya 
harus sinergitas.  Tanpa adanya 
birokrasi yang baik maka sulit untuk 
mewujudkan terlaksananya 
pelayanan publik yang baik serta 
keterbukaan informasi publik 
begitupun sebaliknya. Birokrasi 
pemerintah seringkali disebut 
sebagai official kingdom atau 
kerajaan pejabat (Thoha, 2012:2). 
Para pejabat menduduki posisi 
tertentu secara hierarki dan tersusun 
dari atas kebawah yang tentu saja 
jabatan paling atas mempunyai 
kekuasaan yang lebih besar 
ketimbang posisi yang berada 
dibawah. Semua jabatan yang 
dimilikinya seringkali mempunyai 
fasilitas yang mencerminkan 
kekuasaan yang dimilikinya. 
Konsepsi tentang birokrasi 
Weber banyak memperlihatkan 
tentang bagaimana organisasi 
pemerintahan (goverment) itu dianut 
dengan cara-cara official kingdom. 
Pejabat birokrasi pemerintah adalah 
sentra dari penyelesaian urusan 
masyarakat atau biaya kita sebut 
sebagai pelayanan publik. Namun, 
seringkali kita lihat dibeberapa 
aktivitas pemerintahan di Indonesia 
pada umumnya menjadikan jabatan 
birokrasi sebagai jabatan ‘raja’. Ini 
disebabkan karena reformasi 
birokrasi juga yang tak kunjung 
selesai, ditambah dengan adanya 
budaya dalam birokrasi bahwa 
birokrasi tidak menjadi pelayan 
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publik tapi justru mayoritas birokrasi 
yang menjadikan pelayanan 
masyarakat menjadi hal yang 
kesekian. 
Salah satu perubahan mindset 
(cara berfikir) yang perlu dilakukan 
ialah pandangan birokrasi terhadap 
kekuasaan (power) yang cenderung 
menjadikan birkorasi sebagai 
kekuatan yang sakral. Kekuasaan 
pada birokrasi yang mewujukan 
hampir tidak mungkin bisa ditembus 
oleh lapisan masyrakat yang sangat 
lemah di hadapan kekuasasan 
birokrasi tersebut. Kekuasaan yang 
seperti ini yang membuat birokrasi 
menjadi sangat sakral (Thoha, 
2012:5). Lahirnya UU Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP) yang  
diharapkan mampu untuk mendorong 
serta mewujukan beberapa perbaikan 
dalam reformasi birokrasi. Hal ini 
juga diperkuat dengan UU Pelayanan 
Publik dimana regulasi ini lebih pada 
penetapan standar pelayanan dan 
maklumat pelayanan, mekanisme 
pengaduan, penguatan penyelenggara 
layanan, partisipasi dan pengawasan 
masyarakat, serta pelayanan 
kelompok berkebutuhan khusus. 
Namun, pada tahap realisasi kelima 
tujuan utama tersebut juga masih 
sangat rendah. 
Berbagai pandangan serta 
argumentasi mengenai reformasi 
birokrasi juga terus berkembang dan 
menjadi perdebatan para ilmuan 
pemerintahan dan  politik. Akan 
tetapi, penulis mencoba membatasi 
perdebatan reformasi birokrasi pada 
regulasi keterbukaan informasi 
publik dan pelayanan publik. Hal ini 
disebabkan karena penulis 
beranggapan bahwa reformasi 
birokrasi di Indonesia mengalami 
stagnasi dan jalan yang berliku 
karena begitu kompleksnya 
persoalan birokrasi. Beberapa hal 
tersebut mengantarkan pada rumasan 
masalah yakni ’Bagaimana 
Keterbukaan Informasi Publik dan 
Pelayanan Publik  dalam mendorong 
Reformasi Birokrasi di Indonesia?    
KAJIAN TEORITIS 
Regulasi Pelayanan Publik & 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 
dan Pelayanan Publik  sangat selaras 
dengan agenda reformasi birokrasi 
yang telah lama dikemukakan oleh 
beberapa ilmuan untuk menghasilkan 
transparansi dan tata kelola 
pemerintahan yang baik (Good 
Governance). Menurut Agus 
Dwiyanto (2012:47) bahwa birokrasi 
publik tidak memiliki tolok ukur 
yang jelas dan tidak mudah diperoleh 
informasinya oleh publik. Dengan 
demikian maka wajar jika 
transparansi dan keterbukaan dalam 
birokrasi kian sulit bisa diwujudkan 
jika dalam internal birokrasi tidak 
mempunyai keiinginan yang sama. 
Belum lagi kinerja pejabat birokrasi 
jarang menjadi pertimbangan yang 
penting dalam mempromosikan 
pejabat birokrasi. Lebih banyak yang 
dijadikan pertimbangan hanya karena 
kedekatan atau kemampuan bawahan 
mangambil hati atau perhatian sang 
pimpinan.    
Beberapa asas dalam regulasi 
penyelenggaraan pelayanan publik 
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adalah adanya kepastian hukum, 
kesamaan hak, partisipatif, 
keterbukaan, akuntabilitas dan 
lainnya. Berbagai asas tersebut 
memberikan gambaran bahwa 
adanya dorongan dalam mewujudkan 
reformasi birokrasi yang ideal.   
Begitupun halnya dengan UU 
tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP) yang juga menekankan 
pada aspek transparansi, partisipasi 
dan akuntabilitas. Dwiyanto 
(2011:22) mengemukakan bahwa 
kinerja birokrasi pemerintah pada 
umumnya cenderung buruk dan 
mengecewakan warganya maka 
image yang melekat pada birokrasi 
pemerintah cenderungn negatif. 
Kekecewaan terhadap kinerja 
pemerintah sering menimbulkan 
stereotip yang negatif tentang konsep 
birokrasi Weberian. 
Berbagai pandangan mengenai 
birokrasi salah satunya menganggap 
birokrasi sebagai pemerintahan yang 
dijalankan oleh suatu biro yang 
biasanya disebut dengan officialism 
Hill dalam Dwiyanto (2011:21). 
Pandangan ini berpendapat bahwa 
munculnya kerajaan-kerajaan di 
birokasi baik dalam cakupan yang 
besar maupun kekuasaan itu kecil. 
Ini sangat tergantung dari posisi 
pejabat tersebut, apakah berada 
dalam top level atau di level yang 
rendah.  
Pendapat lain Birokrasi 
Weberian hanya menekankan 
bagaimana seharusnya mesin 
birokrasi secara profesional dan 
rasional dijalankan (Thoha 2012). 
Menurut Weber tipe ideal birokrasi 
yang rasional itu dilakukan dalam 
cara-cara sebagai berikut: Pertama, 
individu pejabat secara personal 
bebas, akan tetapi dibatasi oleh 
jabatannya manakalah ia 
menjalankan tugas-tugas atau 
kepentingan individual dalam 
jabatannya. Pejabat tidak bebas 
menggunakan jabatannya untuk 
keperluan dan kepentingan 
pribadinya termasuk keluarganya. 
Kedua, jabatan-jabatan itu disusun 
dalam tingkatan hierarki dari atas ke 
bawah dan samping. Konsekuensinya 
ada jabatan atasan dan bawahan, dan 
ada pula yang menyandang 
kekuasaan lebih besar dan ada yang 
lebih kecil. Ketiga, tugas dan fungsi 
masing-masing jabatan dalam 
hierarki itu secara spesifik berbeda 
satu sama lainnya. Empat, setiap 
pejabat mempunyai kontrak jabatan 
yang harus dijalankan. Uraian tugas 
(job description) masing-masing 
pejabat merupakn domain yang 
menjadi wewenan dan tanggung 
jawab yang harus dijalankan sesuai 
dengan kontrak. 
Kelima, sikap pejabat diseleksi 
atas dasar kualifikasi profesionalitas, 
idealnya hal tersebut dilakukan 
melalui ujian yang kompetitif. Enam, 
setiap pejabat mempunyai gaji 
termasuk hak untuk menerima 
pensiun sesuai tingkatan hierarki 
jabatan yang disandangnya. Setiap 
pejabat bisa memutuskan untuk 
keluar dari pekerjaannya dan 
jabatannya sesuai dengan 
keinginannya dan kontraknya bisa 
diakhiri dalam keadaan tertentu. 
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Tujuh, terdapat struktur 
pengembangan karier yang jelas 
dengan promosi berdasarkan 
senioritas dan sesuai dengan 
pertimbangan objektif. Delapan, 
setiap pejabat sama sekali tidak 
dibenarkan menjalankan jabatannya 
dan resources instansinya untuk 
kepentingan pribadi dan keluarga. 
Sembilan, Setiap pejabat berada di 
bawah pengendalian dan pengawasan 
suatu sistem yang dijalankan secara 
disiplin.     Kajian akar historis 
sejarah pertumbuhan birokrasi sangat 
penting untuk menjelaskan the state 
of the art dari birokrasi pelayanan 
publik di Indonesia. (Dwiyanto et al, 
2012:10) keterkaitan sejarah menjadi 
bagian penting untuk melihat 
kemunculan berbagai fenomena dan 
persoalan-persoalan yang terjadi 
dalam tubuh birokrasi, seperti 
masalah korupsi, kolusi dan 
nepotisme dan tidak tumbuhnya 
budaya pelayanan publik di 
Indonesia. birokrasi tradisional yang 
tumbuh dalam bingkai kekuasaan 
kerajaan mempunyai kesinambungan 
sejarah terhadap kinerja birokrasi 
pada masa sekarang. 
Dalam sistem kerajaan pucuk 
pimpinan birokrasi di tangan raja 
sebagai pemegan tunggal kekuasaan 
absolut. Segala keputusan ada 
ditangan raja dan segala keputusan 
raja harus tunduk dan patuh terhadap 
apa yang telah dikehendaki oleh sang 
raja. Birokrasi saat itu mempunyai 
beberapa ciri-ciri sebagai berikut. 
Pertama, penguasa menganggap dan 
menggunakan administrasi publik 
sebagai urusan pribadi. Kedua,  
administrasi adalah perluasan rumah 
tangga istananya. Ketiga, tugas 
pelayanan ditujukan pada pelayanan 
kepada pribadi sang raja. Keempat, 
gaji dari raja kepada pegawai adalah 
sebagai anugrah yang juga dapat 
ditarik oleh raja sesuai dengan 
kehendaknya sewaktu-waktu. 
Kelima, para pejabat kerajaan dapat 
bertindak sekehendak hatinya 
terhadap rakyat, seperti halnya yang 
dilakukan oleh raja. Menurut 
Suwarno (1994), pada masa kerajaan 
Mataram hubungan antara 
pemerintah pusat dengan daerah 
bersifat dekonsentrasi atau bahwakan 
cenderung sentralistik. Raja berusaha 
mengusai birokrasi (pejabat-pejabat 
daerah) dengan sangat ketat melalui 
pengangkatan para keluarga 
kerajaan, termasuk menenmpatkan 
pejaba pengawas yang dikoordinasi 
oleh Wedana (setingkat menteri) 
untuk memberikan jaminan pada 
pejabat di daerah kepada pemerintah 
pusat.   
Karakter birokrasi kerajaan 
serupa tidak jauh berbeda dengan 
yang dipergunakan di Sulawesi 
selatan dan Sumatra Barat, yang 
birokrasi kerajaan dipergunakan 
sebagai inti dari pemerintahan 
kerajaan. Sulawesi Selatan terbentuk 
oleh dua kerajaan besar yakni 
kerajaan Gowa yang mewakili etnis 
Makassar dan Kerajaan Bone yang 
mewakili etnis Bugis. Adapun sistem 
pemerintahan terbagi menjadi dua 
bagian, yakni pemerintahan pusat di 
kerajaan Gowa berbeda dengan corak 
hubungan politik pada pemerintahan 
daerah di kerajaan Mataram. 
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Pemerintahan kerajaan di kerajaan 
Gowa terdiri dari dua klasifikasi, 
yakni pertama, pemerintahan daerah 
yang terdiri dari sembilan 
persekutuan (gaukang) pembentuk 
kerajaan Gowa yang bersifat otonom. 
Pemerintah daerah tersebut sangat 
otonom. Pemerintah daerah tersebut 
sangat independen terhadap 
pemerintahan pusat kerajaan (Gowa). 
Kedua, pemerintahan daerah 
taklukan, pemerintah daerah tersebut 
harus patuh terhadap peraturan 
pemerintah pusat dan setiap tahun 
harus menyerahkan upeti kepada raja 
sebagai bukti kesetiaan mereka.  
Setelah memasuki masa 
birokrasi kolonial sistem yang 
diterapkan tidak jauh berbeda dengan 
apa yang dilakukan masa birokrasi 
kerajaan. Keberadaan kolonial justru 
mendukung berkembangnnya pola 
paternalistik (Dwiyanto 2012, 14) 
pemerintah kolonial memiliki 
kebijakan untuk tidak begitu saja 
menghapus sistem ketatanegaraan 
yang ada sebelumnya. Selama 
pemerintahan kolonial berkuasa di 
Indonesia terjadi dualisme sistem 
birokrasi pemerintahan. Di satu sisi 
telah mulai memperkenalkan dan 
menerapkan sistem administrasi 
kolonial (Binnenlandsche Bestuur) 
yang mengenalkan sistem 
administrasi tradisional (Inheemsche 
Bestuur) masih tetap dipertahankan 
oleh pemerintah kolonial. Birokrasi 
pemerintahan kolonial disusun secara 
hierarki yang puncaknya pada Raja 
Belanja. Dalam 
mengimplementasikan kebijakan 
pemerintahan di negara-negara 
jajahan termasuk di Indonesia. 
Berkembangnya sikap 
feodalisme di dalam tubuh birokrasi 
kolonial membawa berbagai 
konsekuensi terhadap 
penyelenggaraaan pelayanan publik. 
Akuntabilitas birokrasi hanya 
ditujukan kepada pejabat diatasnya, 
bukannya kepada publik. Demikian 
pula loyalitas dan 
pertanggungjawaban aparat di 
tingkat bawah semata-mata hanya 
ditujukan kepada pejabat diatasnya. 
Prestasi kerja seseorang aparat 
birokrasi di mata pimpinan hanya 
dilihat dari kriteria seberapa besar 
loyalitasnya kepada pimpinan. 
Aparata birokrasi di tingkat bawah 
hanya berupaya untuk menjaga 
kepuasan pimpinan, seperti membuat 
laporan kerja yang cenderung hanya 
menyenangkan pimpinan tanpa dasar 
fakta, belomba-lomba menghormati 
pimpinan secara berlebihan guna 
mengambil hati pimpinan dan lain 
sebagainya (Dwiyanto 2012, 29). 
Perilaku feodalistik dalam birokrasi 
yang dilestarikan oleh pemerintah 
kolonial ikut memberikan kontribusi 
besar terhadap penyebab munculnya 
patologi birokrasi, terutama tindak 
korupsi di dalam birokrasi. Ditambah 
lagi dengan faktor kultural dalam 
masyarakat Indonesia yang secara 
umum cenderung mendorong 
terjadinya korupsi, seperti  adanya 
nilai tradisi pemberian hadiah kepada 
pejabat pemerintah. 
Setelah itu muncul birokrasi di 
masa Orde baru, diawal masa 
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kemerdekaan Indonesia lahirnya 
perbedaan-perbedaan pendangan 
tentang bentuk negara dan sistem 
politik sangat mempengaruhi sistem 
birokrasi saat itu. Setidak-tidaknya 
terdapat dua persoalan dilematis 
menyangkut aparat birokrasi saat itu. 
Pertama,  bagaimana cara 
menempatkan pegawai Republik 
Indonesia yang telah bejasa 
mempertahankan RI, namun relatif 
tidak mempunyai keahlian dan 
pengalaman yang memadai. Kedua, 
bagaimana menempatkan pegawai 
yang telah bekerja pada 
pemerintahan belanda yang memiliki 
keahlian tapi tidak loyal terhadap 
negara Republik Indonesia Menpan 
(Dwiyanto 2012). 
Pada awal pemerintahan Orde 
Baru, persoalan yang dihadapi oleh 
birokrasi adalah mencari strategi 
yang tepat untuk melakukan 
reformasi ekonomi secara radikal dan 
membuat berbagai program 
pemeritah yang dicanangkan dapat 
diimplementasikan secara efektif 
tanpa diselewengkan oleh birokrasi. 
Kebijakan pembangunan ekonomi 
agar dapat berjalan secara efektif, 
maka diperlukan birokrasi yang 
efektif dan responsif terhadap 
kehendak eksekutif puncak birokrasi 
(Mas’oed, 1994). 
PEMBAHASAN 
Pelayanan Publik & Keterbukaan 
Informasi Publik 
Secara normatif, UU nomor 
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP). Sesuai 
dengan amanat regulasi ini 
memberikan ketentuan peralihan 
bahwa komisi Informasi Pusat harus 
sudah dibentuk paling lambat 1 
(satu) tahun sejak diundangkannya 
Undang-Undang ini. Komisi 
informasi provinsi harus sudah 
dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun 
sejak ditetapkan sebagai Undang-
Undang. Sehingga harusnya regulasi 
ini efektif mulai berlaku tahun 2010. 
Dengan demikian, sudah empat 
tahun (2014) sudah diatur sebagai 
landasan hukum yang berkaitan 
dengan hak setiap orang untuk 
mendapatkan pelayanan informasi 
dari badan publik dan untuk 
mengevaluasi kebijakan publik 
sekaligus berpartisipasi dalam 
kebijakan publik. 
Seperti yang telah 
dikemukakan bahwa regulasi ini 
bertujuan untuk mewujudkan 
penyelenggaraan publik yang baik, 
yaitu transparansi, efektifitas dan 
akuntabilitas serta dapat 
dipertanggungjawabkan. Dwiyanto 
dkk (2012; 47) Berkaitan dengan hal 
tersebut maka, ada beberapa hal yang 
kemudian harus diperhatikan 
khususnya dalam kinerja birokrasi 
pelayanan publik. Dengan 
melakukan penilaian kinerja maka 
upaya untuk  memperbaiki kinerja 
juga penting untuk melakukan 
perubahan-perubahan dalam 
organisasi. Dengan adanya informasi 
mengenai kinerja, maka  
benchmarking dengan mudah bisa 
dilakukan dengan dorongan untuk 
memperbaiki kinerja bisa diciptakan 
. 
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Dari berbagai pemikiran yang 
mencoba mengurai dan menilai 
kinerja birokrasi publik maka, kita 
akan menguraikan beberapa 
pendapat Dwiyanto (2012,50) 
sebagai berikut ini : 
a. Produktivitas 
Konsep produktivitas 
tidak hanya mengukur tingkat 
efiesiensi, tetapi juga 
efektifitas pelayanan. 
Produktivitas pada umumnya 
dipahami sebagai rasio antara 
input dangan output. Konsep 
produktivitas dirasa terlalu 
sempit dan kemudian General 
Accounting Office (GAO) yang 
mengembangkan satu ukuran 
produktifitas yang lebih luas 
memasukkan seberapa besar 
pelayanan publik memiliki 
hasil yang diharapkan sebagai 
salah satu indikator kinerja 
yang penting. 
b. Kualitas Layanan 
Isu mengenai kualitas 
layanan cenderung menjadi 
semakin semakin penting 
dalam menjelaskan kinerja 
organisasi pelayanan publik. 
Banyak pandangan negatif 
yang terbentuk mengenai 
organisasi publik muncul 
karena ketidak puasan 
masyarakat terhadap kualitas 
layanan diterima dari 
organisasi publik. Dengan 
demikian, kepuasan 
masyarakat terhadap layanan 
dapat dijadikan indikator 
kinerja organisasi publik. 
Keuntungan utama 
menggunakan kepuasan 
masyarakat sebagai indikator 
kinerja adalah informasi 
mengenai kepuasan masyarakat 
sering kali tersedia dengan 
mudah dan murah. 
c. Responsivitas 
Responsivitas adalah 
kemampuan organisasi untuk 
mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda 
dari prioritas pelayanan, dan 
megembangkan program-
program pelayan publik sesuai 
dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Secara singkat 
responsivitas di sini menunjuk 
pada keselarasan antara 
program dan kegiatan 
pelayanan dengan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat.  
d. Responsibilitas 
Responsibilitas 
menjelaskan apakah 
pelaksanaan kegiatan 
organisasi publik itu dilakukan 
sesuai dengan prinsip-prinsip 
administrasi yang benar atau 
sesuai dengan kebijakan 
organisasi, baik yang implisit 
maupun yang eksplisit. 
e. Akuntabiltas 
Akuntabilitas publik 
menunjuk pada seberapa besar 
kebijkan dan kegiatan 
organisasi publik tunduk pada 
para pejabat politik yang 
dipilih oleh rakyat. Asumsinya 
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adalah bahwa para pejabat 
politik tersebut karena dipilih 
oleh rakyat, dengan sendirinya 
akan selalu merepresentasikan 
kepentingan rakyat. Dalam 
konteks ini, konsep 
akuntabilitas publik dapat 
digunakan untuk melihat 
seberapa besar kebijakan dan 
kegiatan organisasi publik itu 
konsisten dengan kehendak 
masyarakat banyak. Kinerja 
organisasi publik tidak hanya 
bisa dilihat dari ukuran 
eksternal, seperti nilai-nilai dan 
norma yang berlaku dalam 
masyarakat. Suatu organisasi 
publik memiliki akuntabilitas 
yang tinggi kalau kegiatan itu 
dianggap benar dan sesuai 
dengan nilai dan norma yang 
berkembang dalam masyarakat. 
Akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik adalah suatu ukuran 
yang menunjukkan seberapa 
besar tingkat kesesuaian 
penyelenggaraan pelayanan 
dengan ukuran nilai-nilai atau 
norma eksternal yang ada di 
masyarakat atau yang dimiliki 
oleh para stakeholders. Nilai 
dan norma pelayanan yang 
berkembang dalam masyarakat 
tersebut, di antaran, meliputi 
transparansi pelayanan, prinsip 
keadilan, jaminan penegak 
hukum, hak asasi manusia, dan 
orientasi pelayanan yang 
dikembangkan terhadap 
masyarakat (Dwiyanto, dkk, 
2012). 
Rendahnya tingkat 
akuntabilitas aparat birokrasi 
dalam pemberian pelayanan 
publik erat kaitanya pula 
dengan persoalan sturktur 
birokrasi yang diwarisi 
semenjak masa Orde Baru 
berkuasa. Prinsip loyalitas 
kepada atasan lebih dikenalkan 
daripada loyal kepada publik. 
Hal inilah yang kira-kira 
mendasari mengapa persoalan 
reformasi birokrasi perlu 
dilakukan dengan baik agar 
pelayanan publik serta 
keterbukaan informasi publik 
bisa dilakasanakan oleh 
birokrasi dengan baik. Ada 
beberpa data-data penelitian 
terkait dengan tingkat 
akuntabilitas aparat birokrasi di 
beberapa daerah yang 
dilaksanakan oleh (Dwiyanto 
dkk, 2012)  seperti di Sumatra 
Barat tingkat akuntabilitas 90,9 
% baik, dan yang buruk 9,1. Di 
daerah Yogyakarta tingkat 
akuntabilitas 87,1 % buruk 
12,9%. Sedangkan di Sulawesi 
selatan tingkat akuntasbilitas 
baik 87 % dan Buruk 13,% 
Dengan data ini 
memperlihatkan bahwa tingkat 
akuntabilitasnya sangat tinggi 
di tiga daerah ini. 
Beberapa temuan 
(Dwiyanto dkk, 2012) juga 
menjelaskan bahwa prinsip 
masyarakat sebagai raja tidak 
layak diterapkan karena dalam 
banyak kasus, masyarakat juga 
sering melakukan kesalahan. 
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Anggapan bahwa birokrasi 
tidak hidup dari masyarakat, 
tidak ada kaitan masyarakat 
dengan birokrasi baik gaji 
maupun persoalan masyarakat 
senang dan tidak senang pun 
birokrasi tetap bisa jalan 
karena yang menentukan 
keberadaan mereka adalah 
pemerintah. Adanya prinsip 
serta anggapan seperti ini 
menjadikan pelayanan publik 
tidak bisa berjalan dengan baik. 
Maka menjadi wajar kemudian 
jika banyak masyarakat tidak 
dapat memperoleh pelayanan 
publik seperti yang diharapkan.  
Banyak aparat birokrasi yang 
kemudian ogah-ogahan dalam 
melakukan pelayanan publik 
kepada masyarakat karena 
tidak disuap, atau tidak 
mendapatkan tip.  
Selain itu, ada data 
terkait Acuan Pelayanan 
Aparat Birokrasi di Sumatra 
Barat, DIY Yogyakarta, dan 
Sulawesi Selatan seperti tabel 
berikut ini : 
Tabel Acuan Pelayanan Aparat Birokrasi 
 
Acuan Pelayanan Sumatra Barat D.I Yogyakarta Sulawesi 
Selatan 
Persen (%) Persen (%) Persen (%) 
Juklak & 
Petunjuk Atasan 
85,4  79,4 76,7 
Inisiatif sendiri 1,4 4,9 4,6 
Kepuasan 
Masyarakat 
13,2 15,7 18,7 
Jumlah 100 100 100 
Sumber : Dwiyanto dkk, 2006 
 
Dari data tersebut 
menjelaskan bahwa kepuasan 
masyarakat sangat rendah 
dalam hal pelayanan publik. 
Orientasi pelayan publik yang 
belum bersandar pada 
kepuasan masyarakat 
menunjukan bahwa budaya 
‘minta petujuk atasan’ masih 
cenderung dijadikan referensi 
atau lebih dipentingkan 
daripada melakukan pelayanan 
yang memuaskan masyarakat 
sebagai pengguna pelayanan 
publik. Hal ini memang 
menjadi kontradiktif dengan 
upaya melakukan pelayanan 
publik yang bersandar pada 
kepuasan masyarakat, karena 
sering sekali dalam beberapa 
aturan atau regulasi yang 
dibuat oleh birokrasi sendiri 
tidak memperhatikan aspek 
pelayanan yang berkualitas. 
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Agenda Reformasi Birokrasi dan 
Pelayanan Publik 
Ada beberapa agenda besar 
dalam mengembalikan birokrasi ke 
arah yang selama ini diharapkan oleh 
masyarakat salah satunya adalah 
pelayanan birokrasi yang berkualitas. 
Pelanyanan birokrasi ini meliputi 
berbagai hal misalnya, sistem 
birokrasi di beberapa institusi 
pemerintahan yang sangat berbelit-
belit dan panjang dari beberapa unit 
pelanyanan publik. Sehingga adanya 
masyarakat yang banyak 
mengeluhkan terkait dengan 
rumitnya sistem birokrasi. Ada 
beberapa yang harusnya bisa 
diselesaikan dengan cepat dan 
gampang, tetapi bisa menyita waktu 
yang sangat lama dan rumit karena 
kendala birokrasi yang panjang serta 
tidak adanya keterbukaan informasi 
kepada publik untuk bisa 
mengaksesnya.     
Dalam Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 No. 
01 sampai dengan nomor 13 
disebutkan sangat jelas mengenai 
pelayanan publik adalah kegiatan 
atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas 
barang dan jasa atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan 
publik.Disebutkan dalam pasal yang 
sama nomor 5 bahwa, pelaksana 
pelayanan publik yang selanjutnya 
disebut pelaksana adalah pejabat, 
pegawai, petugas dan setiap orang 
yang bekerja di dalam organisasi 
penyelenggara yang bertugas 
melaksanakan tindakan atau 
serangkaian tindakan pelayanan 
publik.  
Ada dua hal yang akan coba 
diuraikan dalam perspetif pelayanan 
birokrasi kepada publik. Pertama, 
adalah masalah yang paling 
mendasar adalah persoalan identitas 
kewarganegaraan yakni Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga 
(KK) serta surat nikah dan lainnya. 
kedua  adalah persoalan pelayanan 
ke masyarakat seperti masalah 
pelayanan kesehatan. Dibeberapa 
daerah terdapat perbedaan yang 
mendasar dalam jangka waktu 
pengurusan KTP baik dalam 
membuat KTP baru maupun dalam 
hal perpanjangan. Penulis tidak 
membahas lebih jauh terkait dengan 
persoalan e-KTP yang juga tak 
kunjung selesai sampai sekarang. 
Tapi setidaknya hal ini bisa 
memberikan gambaran yang cukup 
luas terkait dengan problematika 
identitas kewarganegaraan. 
Dalam agenda reformasi 
birokrasi penting untuk melakukan 
perubahan yang multidimensional 
terhadap perbaikan kinerja birokrasi. 
Perubahan ini mencakup harmonisasi 
regulasi, penataan kelembagaan, 
pembenahan struktur, pembentukan 
orientasi dan sistem nilai baru, 
penyederhanaan proses kerja, dan 
pengembangan lingkungan sistem 
politik yanhg sehat (Dwiyanto, 
2011). Lahirnya regulasi mengenai 
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pelayanan publik dan keterbukaan 
informasi publik bisa menjadi salah 
satu unsur dalam mendorong 
reformasi birokrasi. Namun, itu 
belum cukup untuk memayungi 
reformasi birokrasi bisa berjalan 
dengan baik. Sama halnya dengan 
proses penataan kelembagaan dan 
pembenahan struktur, terkadang 
dengan melakukan penataan 
kelembagaan melahirkan banyak 
masalah baru karena tidak dilakukan 
kajian yang secara serius guna 
menciptakan lembaga yang 
sistemnees.  
Pembentukan orientasi dan 
sistem nilai yang baru sulit untuk 
diwujudkan jika dalam lingkungan 
pemerintahan sendiri tidak membuat 
agenda orientasi yang jelas. Dalam 
pembetukan orientasi dan sistem 
nilai ini tidak hanya sekedar 
mengenai mewujudkan visi-misi dan 
tujuan semata tetapi harus 
memperhatikan berbagai hal yang 
terus memperhatikan untuk 
kepentingan publik dan kualitas 
pelayanan. Dalam perjalanannya 
memang mengalami berbagai 
inkonsistensi dalam regulasi. Hal ini 
terkadang karena pendekatan yang 
digunakan dalam pembentukannya 
lebih sering ditujukan untuk 
penyelesaian masalah sesaat dan 
kurang didasarkan pada kajian 
akademis yang menyeluruh tentang 
arah pembangunan birokrasi. 
Pentingnya penataan struktur 
kelembagaan birokrasi yang 
sekarang ini sangat hierarkis, 
panjang, dan kompleks. Struktur ini 
dicurigai menjadi salah satu sumber 
dari berbagai masalah dalam 
birokrasi selama ini. Struktur yang 
panjang membuat proses kerja bukan 
hanya sangat lambang tetapi sering 
menjadi sumber distorsi informasi 
yang mengakibatkan birokrasi gagal 
merespon masalah publik secara 
tepat dan cepat (Pace dan Faules, 
2005). Dengan kondisi seperti ini 
maka, sangat sulit bagi publik untuk 
medapatkan akses yang optimal 
dalam hal pelayanan publik. Hal ini 
disebabkan dengan panjangnya 
sistem birokrasi mulai dari tingkat 
RT/RW, kelurahan, kecamatan, 
hingga ke berbagai lembaga 
ditingkatan kabupaten/kota. 
Dengan demikian, penting 
untuk merumuskan agar sistem 
palayanan publik ini bisa dipersempit 
dalam artian pelayanan tidak 
dijadikan ajang mencari celah untuk 
suap dan gratifikasi. Melakukan 
pelayanan terpadu dan memangkas 
birokrasi yang panjang mesti harus 
dilakukan pemerintah. Hal ini untuk 
memberikan pelayanan yang optimal 
yang benar-benar memperhatikan 
kebutuhan publik. Para stakholder 
harus menjadikan agenda 
pelembagaan sistem ini menjadi 
orientasi reformasi birokrasi. Struktu 
pemerintahan kabupaten/kota 
mestinya disederhanakan, tidak 
seperti sekrang yang cenderung 
sangat kompleks. Meskipun beberapa 
daerah sudah memulai membuat 
kantor pelayanan terpadu dan satu 
atap dalam pelananan publik, namun 
belum bisa melahirkan pelayanan 
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yang memberikan pelayanan publik 
yang optimal.  
Keberhasilan  Reformasi 
Birokrasi menurut Kementerian 
Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi beberapa hal 
sebagai berikut: 
1) Tidak ada korupsi 
2) Tidak ada 
pelanggaran/sanksi;  
3) APBN dan APBD baik; 
4) Semua program selesai 
dengan baik; 
5) Semua perizinan selesai 
dengan cepat dan tepat 
6) Komunikasi dengan publik 
baik  
7) Penggunaan waktu (jam 
kerja) efektif dan 
produktif; 
8) Penerapan reward dan 
punishment secara 
konsisten dan 
berkelanjutan; 
9) Hasil pembangunan nyata 
(propertumbuhan, 
prolapangan kerja, dan 
propengurangan 
kemiskinan; artinya, 
menciptakan lapangan 
pekerjaan, mengurangi 
kemiskinan, dan 
memperbaiki 
kesejahteraan rakyat). 
Salah satu ukuran 
keberhasilan dalam reformasi 
birokrasi  adalah tidak adanya 
korupsi. Namun, sampai sekarang 
kita bisa melihat dibeberapa 
tingkatan birokrasi di Indonesia baik 
tingkatan bawah hingga ke pucuk 
pimpinan masih menjamurnya 
korupsi. Agenda reformasi 
dibeberapa daerah dianggap tidak 
begitu berhasil. Beragam aksi dan 
bentuk korupsi yang dilakukan oleh 
beberapa pejabat publik. Semakin 
banyaknya anggota DPR yang 
ditangkap KPK menunjukan bahwa 
lembaga pemberantasan korupsi 
tersebut memiliki keseriusan 
sekaligus keberanian untuk 
menjadikan DPR sebagai sasaran 
penting dalam upaya memberantas 
korupsi di Indonesia. DPR dan 
DPRD yang menjadi pusat 
kekuasaan baru sekarang ini 
merupakan salah satu sumber korupsi 
yang utama di Indonesia (Dwiyanto 
2011; 209). 
Menjamurnya perilaku dan 
budaya yang koruptif tidak hanya 
ada dalam ranah legislatif. Dalam 
lingkup yudikatif yang harusnya 
menjadi barisan paling depan dalam 
memberantas korupsi malah ikut 
terlibat korupsi. Seperti yang telah 
terjadi pada kasus suap hakim 
Mahkamah Konstitusi (MK) Akil 
Muhtar (Maharani 2014). Kasus ini 
telah melibatkan banyak orang 
seperti anggota DPR dan Pengusaha 
serta pengacara.  Adanya kasus-
kasus seperti ini memberikan bukti 
bahwa  perilaku korupsi ini telah 
menggurita dalam sistem birokrasi 
dan politik kita hari ini. Tentu saja 
harapannya adalah terus mendorong 
para penegak hukum untuk terus 
memberantas korupsi. Hal ini 
ditmbah lagi dengan adanya 
fenomena kemewahan dalam 
penjara, khususnya pada ruang yang 
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dihuni oleh para narapidana kasus 
korupsi kelas kakap sebagaimana 
yang telah banyak terungkap akhir-
akhir ini. Peristiwa ini setidaknya 
memberikan gambaran bahwa 
penjara tidak selalu efektif untuk 
menghapus minat dan hasrat 
melakukan tindakan yang koruptif. 
Budaya koruptif ini juga 
terjadi dibeberapa lembaga tinggi 
negara lainnya seperti Badan 
Pengaudit Keuangan (BPK) dan 
tidak tanggung-tanggung ini terjadi 
pada pucuk pimpinan lembaga tinggi 
negara ini. Tanggal 21/04/14 Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menetapkan Hadi Poernomo yang 
juga sebagai ketua BPK menjadi 
tersangka korupsi (Artika, 2014). 
Kedua kasus ini setidaknya telah 
memberikan gambaran yang jelas 
mengenai buruknya agenda 
reformasi birokrasi di Indonesia di 
top level birokrasi. Korupsi dan 
penyalagunaan wewenan pejabat 
tinggi negara mengindikasikan 
bahwa orientasi reformasi yang coba 
diterapkan tidak berjalan dengan 
baik.  
PENUTUP 
Sebagai catatan akhir dari 
tulisan ini ingin menyimpulkan 
beberapa hal yakni. Reformasi 
birokrasi tidak berjalan dengan baik 
dikerana banyak aturan-aturan 
pemerintah yang tidak mendukung 
dalam melakukan reformasi 
birokrasi. Begitupun halnya dalam 
agenda public servis. Ini tidak bisa 
berjalan dengan baik karena 
lingkungan dan cara berfikir yang 
masih sangat tradsional.Pelayanan 
publik harusnya menjadi prioritas 
utama dalam reformasi birokrasi dan 
menjadikan public sebagai pengguna 
pelayanan yang harus di prioritaskan. 
Hal ini juga harus sejalan dengan 
Keterbukaan informasi publik 
Reformasi birokrasi mendapatkan 
kendala dalam internal utamanya 
kasus korupsi yang menjerat 
beberapa elit birokrat yang harusnya 
sebagai aktor pendorong reformasi 
birokrasi. 
Untuk memperjelas arah 
reformasi birorasi di Indonesia, 
publik menaruh harapan yang cukup 
tinggi untuk pemerintahan baru Joko 
Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019) 
untuk dapat benar-benar memberikan 
konstribusi dalam agenda 
keterbukaan informasi publik dan 
pelayanan publik. Wacana terbaru 
yang banyak muncul dipermukaan 
dan media-media yang hangat 
didisukusikan adalah moratorium 
PNS selama kepemimpinan Jokowi-
JK. Agenda ini harus mestinya jadi 
perhatian khusus bagi pemerintahan 
untuk menetapkan posisi birokrasi 
dan tentu saja adalah melakukan 
pengkajian yang dalam supaya 
nantinya tidak terjadi penurunan 
dalam hal pelayanan publik.  
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